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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI  

SATUAN RUMAH SUSUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1592); 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERHIMPUNAN PEMILIK 

DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:      

1. Penyelenggaraan Rumah Susun adalah kegiatan 

perencanaan, pembangunan, penguasaan dan 

pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, 

pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem 

pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan 

secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan 

bertanggung jawab. 

2. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah 

Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan 

hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni. 

3. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 

dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama. 
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4. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

5. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun 

adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai 

tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke 

jalan umum. 

6. Bagian Bersama adalah bagian Rumah Susun yang 

dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama 

dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah 

Susun. 

7. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan 

bagian Rumah Susun melainkan bagian yang dimiliki 

bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian 

bersama. 

8. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah 

sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak 

bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri 

Rumah Susun dan ditetapkan batasnya dalam 

persyaratan persetujuan bangunan gedung. 

9. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan Rumah 

Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, 

dan Tanah Bersama. 

10. Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya 

disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan 

perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas Bagian 

Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang 

dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan 

terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan 

pada waktu pelaku pembangunan pertama kali 

memperhitungkan biaya pembangunannya secara 

keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. 

11. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB 

adalah kesepakatan antara Pelaku Pembangunan dan 

setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau 
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satuan Rumah Susun yang dapat dilakukan oleh Pelaku 

Pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah 

Susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah 

tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan 

notaris.  

12. Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya 

disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang 

dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan 

bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 

hukum.  

14. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh 

warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.  

15. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Sarusun. 

16. Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun, baik 

sebagai pemilik maupun bukan Pemilik. 

17. Pengelola adalah Badan Hukum yang bertugas untuk 

mengelola Rumah Susun. 

18. Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan 

uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan 

Rumah Susun yang disahkan oleh pemerintah daerah 

yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, 

Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama 

beserta uraian NPP. 

19. Sertifikat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya disebut 

SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas 

Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan 

atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna 

bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. 

20. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun yang 

selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti 

kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik 

negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan 

cara sewa. 

21. Anggota PPPSRS adalah Pemilik dan/atau Penghuni yang 

mendapatkan kuasa dari Pemilik. 
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22. Pengurus PPPSRS adalah Pemilik yang dipilih untuk 

mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang 

berkaitan dengan kepenghunian, kepemilikan dan 

pengelolaan. 

23. Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat RUA 

adalah kegiatan pertemuan anggota PPPSRS untuk 

mengambil keputusan yang terdiri atas rapat umum 

tahunan anggota atau   rapat   umum   anggota   luar   

biasa. 

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN PPPSRS  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2  

(1) Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS. 

(2) Pembentukan PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

masa transisi berakhir. 

(3) Pembentukan PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk pertama kali wajib difasilitasi dan dibiayai oleh 

Pelaku Pembangunan.  

(4) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan 

pertama kali Sarusun kepada Pemilik, tanpa dikaitkan 

dengan belum terjualnya seluruh Sarusun. 

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk 

kebutuhan pembentukan PPPSRS yang paling sedikit 

berupa: 

a. data kepemilikan dan/atau penghunian serta letak 

Sarusun berdasarkan hasil pendataan yang 
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